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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEELANJA DAERAH

Menimhang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METROD,

bahwa schubungan dengan perkembangan vang tidak sesual
dengan  asumsi  kebijalan umum  APRD, keadaan wvang
menyvebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan vang menyvebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan, maka perlu
dilakukan Perubahan APBD Tahun Anpyaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurif a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
lentang Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 202{k

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3313} schagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undung-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tenftang Pembentukan
Kabupalen Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati T Lampung
Timur dan Kotamadya Dati 1l Metro [Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncesia Nomor 3825);

Undang-TUndang Nomor 28 Tahun 19949 lentang
Penvelengparaan Negara yang Bersih den Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tndoncsia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 42868}
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Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan
Namional (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2003
MNomor 78, Tambahan Lembmran Negara Fepublik [Indonesia
Nomor 4301},

Undang-Undang Nomoe 1 Tabun 2004 cntang Perbendaharean
Megara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43535);

Undang Undang Nomor [5 Tahun 2004 tentang Pemeriksasn
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomaor 44000);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang  Sislem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional [Lembaran Negara
Republihk Indonesis Tahoun 2001 Nomor 104, Tambahan
Lembuaran Negara Republik Indonesia Nomaor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang erimbangan
Keuungan Antara 'cimmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang 17 Tahun 2007 lenlang Honcana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2003 2025
{Lembaga Negara Hepublik Tedonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Republik Tndonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 |enlang Keterbukaan
Inlormas Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun
2008 Nomor ©1, Tambahan TLembarsan Negaro  Republile
Indoncsia Nomaor 4546);

Undang-Undang Nomoer 28 Tuhun 2009 tentang Pajok Daeruah
dan Ketribusi Daerah | Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 20049 Nomoe 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Naomaor H04%3);

Undang Undang Nomaor |2 Tahun 2011 tentang Pernbenlukan
Peraturan Perundang-undangsn (Lembaran Nepara Republik
[ndonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 52341) sebagaimana telah diubah
dengan Unduang-Undang MNomor 15 Tahun 2019 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos 6308);

Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 2494, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia
NMomor 538Y] schagaimana telsh diubah beberapa kali terakhic
dengan  Lindang-Undang Nomoe 9 Tahun 2015 {Lembaran
Wepara Republk Indoncsia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisirasi
Pemerinlaban  [Lembaran  Negara  Hepulik  Tndonesia 20141
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor Sea01};

Peraturan  Ucmerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keusngan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahoun 2000 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Trelomesia Nomor 4028):

Peraturann  Pemerintah Nomor 23 Tahun 20035  tentang
Pengelolaan Keuvangan Badan Tayanan Umum, [Lembaran
Megara Republik Indenesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4502)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republile Tndomesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Nepara Repuhlik
Indonesia Nomor 538405:

Petaluran Pemenniah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara KHepublik Tndonesia. Tahun
2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran WNWepars Republik
Indomesin Nomor 4575}

Peraturan Pemermiah Nomor 58 Tahun 2005 ienltang Sisiem
Informas Kewanpan Dacrab  (Lembaran Negara Republik
Indonesis Tahun 2005 Momor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4576) sebagaimana telah
ditbab denpan Perwturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembmran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110,
Tambmhan Lembaran Negara Republik Tndunesia Nomor 2153);

Peraturar: Pemenntah Nomeor 8 Tahun 2006 tentany Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeriniah (Tembaran Megara
Republik  Indoncsia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4614);

Feraluran  Pemerintah Nomor 3% Tahun 2007 tcntang
Pengelolaan Uang Megara/Daerah (Lembaran Negarn Repubilik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomaor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dun Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangumnan Daerah (Lembaran Negaras Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Megara
Eopublilk Indonesia Nomor 4817);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2008  tentang
Pendanaon dan Pengelalaan Banluan Bencana [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambabwn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4829);

Veraturan  Pemerintah Nomor 48 Tabun 2008 lentang
Pendanaan Pendidikan [lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4806},
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuvangan Kepada Parlan Politik (Lembaran Nepara Reopublik
Indenesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negacs
Republik Tndonesia Nomor A972) sebagaimana telah diubah
beberapa kalilerakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor |
Tabnan 2018 [Lembaran Begara Republik Tndoncsia Tabun 2018
Momer (1, Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia
MNornor G L7T);

Peratiran Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Permberian  Dan  Pemanfaatan Tnsentiil Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Ropublik Indonesia Nomor S161);

Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomoar 123, Tamhbshan Lembaran Wegara Republik
Indeoncsia Nomaor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomnor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
[racrah [Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2011
Nomor 5%, Tambahan Lembaran Negarsm Republik Indonesia
MNomor 2219,

Peraturan Pemerinlah Nomor 2 Tabhun 2012 tentang Hibah
Dacrah {Lembaran Nepura FRepublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor H272);

Peraturan  Permerinlah Nomer 27 Tahun 2014  tentang
Pengelolaan Milik Negara/Daerabh (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomar 93, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 3533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemcrintah  Nomor 28  Tahun o 2020
{Lembaran Negary Republik Indonesia Tahun 2020 Namoar 142,
Tambahan Lembaran Negara Repuldik Indonesia Nomor 6523);

Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemlnnaan  dan  engawasan Penyelengaraan  Pemeriniah
Duaerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomaor 6041);

Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 rentang Hak
Keuanpan dan Administralil Pimpinan dan Anggols Dewan
Perwakilan  Rakyar Daerah  {Loembaran  Negara  Republik
Indonesia Tabhun 2017 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Ropublik Indonesia Nomor 6057);

Peraluran Pomerintah Nomor 2 Tabun 2018 tentang Siandar
Pelayunun  Mmimal [Lembaran Nepsma FRepublis Indonesiaz
Tahun 2018 Nomaor 02, Tambahan Lembaran Negara Repuliik
Indonesia Nomor 61 78);

Peraluran  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  tontang
Kecamalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indencsia
Mormor B206);
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Perpluran  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 entang
Pengeloloan Kewvangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2019 lentang Laporan
tan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerinlahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoe 52,
Tambahan Lembaran Negara Fopublik Indonesia Nomor 6372 3);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 entang Pengadaan
Barang/Jasa Pemeriniah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 3.3);

Peraturan Menteri Thalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Kcuanpgan Daerah schagaimana 1elah
diubal beberapa kali terakhir denpgan Peraluran Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun2011 (Berita Nepars Republik Indonesia
Tohun 2011 Namor 310);

Peraturan Menlen Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 rentang
Pedoman Pernberism  Hibah dan  Bantusn  Sosial  yuane
bersumber dan Anggaran Pendapalun dan Belanja Daerah
(Berita Megara Ropublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sehagaimana telah  diubabh beberupakali  terakhir  denpan
Peraluran Menteri Dalam Neger Nomor 9% Tahun 2019 [Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menlen Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 teniang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomore 734);

Perataran Menieri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenlang
Pembentukan Produk Hukum Daersh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) scbagaimana telah diubah
dengan Peruluran Menteri Dalam Negerd Nomore 120 Tahun
2018 [Berita Negara Repulblik Tndonesian Tahun 2018 Nomor
157};

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Millkk Daerah  [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547},

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomeor 79Tahun 2018 tentang
Badan  Layanan Umum  Daerah  (Berita Negura  Republik
Indonecsia Tahun 2018 Nomeor 213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Prdoman Penvusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Merah Tahun Anggaran 2020  (Berita Negara  Reopublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
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Menetapkan :

42, Peraturan Dacrah Kota Metro Nomaor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan BSusunan Perangkal Dacrah Kota Metro
|Lembaran Taerah Koda Melro Tahun 2016 Nomaor 24,
Tambahan Lembaran TDaersh Kola  Metro Nomor  24)
schagaimana telah diubabh dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Momor % Tahun 2019 (Lembaran Dacrah Kota Mewro
Tahun 2019 Nomaor @, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Normor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
Z2020.

Pasal 1
Aanggaran Pendapaton dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
berjumlahRp. 1.009,521.608.62 | 69berkurang scjumlaly Rp.

2.491.490.749. 98 schingga menjadi Ep. LO0O7.030.117.871,71 dengan
nncian sebaga berloot

[T]- TPondapatat

4, Semuda Ep.  S943.390.908,050,00

h. Berlkurang PRp.  [37.772.702.688.95)

Jumlah Pendapatan setelah Perubabian Fp. Q05,818.205.967.71
i2]. Delanja

4. Semule Hp. (PPt L TH R S

b Berkurang kp. [2.491. 400,795 K]

Jumlah Belanja selelal Perubahan Rp. 1.007.030.117.871,7I

Defisit seleluh Perubahan Hp,  (101211.911.904.00)

3. Pembiavaan

4. Frenerimaan

H. =emula Fp, 67430600 945 00
b. Hertambah  Bp, 38.2E1.211.939.00
Jumlah Penenimaan actelah Pomabahan Fp.  100G.2101.9%1.904 44)

b. Pengeluaran

a. Becmula Ep.  2.000.000.000, 00
b. Bertambah Rp, 3.000.000.000,00
Jumlzh Pengeluaran setelah Perulbehan Ep. 5. 00, DO DD
Jumlah Pembiayaon Neto selelah perubahan Rp. 101,211,911 904 00
Siga lebih pombiayaon angearan selelah Ry -

peribabian
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Pasgal 2

[1] Pendapatan Daerah sebapeimana dimaksud dalam Pasal 1 terclird dari
#. Pendapatan Asli Doerah

#.  Semula Ep. 72406800 856,04

b. DBertamhbah Ep. 17408 103027 43
Jumlah Pendapatan Asli Dacrah sctelah Ep. 145817 906684, 12
perubahan

b. MDana Perimbongarn

a. w=omnla Rp. G3ELGLTFRHLO0

b Herkurang Rp. (3343581 1.650,00)
Juirdah Dena Penmbangan setelah R, 583 225.960.350,00
Peribalian

t.  Laimm-Lain Pendapatan Doersh yang sah

. Scmula Ep. 126462329 000,00

b Berkurang  Rp.  [1.744.000.066.4 1)
Jurnlah Lamn-Lain Pendapaton Deersh vang Rp. 124.717.332.033,5)
sz setelah perubahan

(2 Pendapaton Ash Daerah schagaimana dimaksod dalam Pasal 2 ayat (1) homaf a coedind
dari jenis pendapalen :
a. Pajak Dacrah

a.  Somala Bp. Z25485.5385.059,.00

b. Hertambah Rp. 22232444 237 78
Jumlab Pajuk [Dacrah setelah perubahan Rp.  27.908.829.796, 78
b, Retribusi Daerah

a. Semula Rp.  6.367,620 000,00

b. Hertamhbah — Ep. F1.43G0, 7R,
Jumlah Kelnbusi acrah seleluh Ep. & 425,314, 720,00
Perabedion

. Hasil Pengelolaan kekuyasn dacrah yane dipisahkan

a.  Somula Fp. 4.8%4 552,237 69
b. BHertambahh Rp. (R 001, 215,65
Jumlah ITual Pengelolaan kelayaoen duersh  RBp. S.A62.613.473, 1

rang dipasahlkan actelah pemibahon

d.  Lain-lain pendapatan ash dacrah yang sah

A. Scmula Rp. [41,52543% 840,00

b. BHortambah  Rp. 14453908 74900
Jumlah Lain-lain pendapulan ashi dacrah RBp. 1G5.973.148,634,00
yanp sah setelah perubaban

(3t Dana Penmbangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayvar (1) raf b terdin dari

Jjemis pendapatin

a.  Bagi Hasil Pajak/DBag Hasil Bukan Pajak
a. Homala Ep. 240932 850.000,00
b. Herfambah  Rp. 1277236 350,00

Jumlah Dana Bagl Hesil selelsh perubahan RBp. 25,370,066 350,00

T, Dana Alokas: Uimuam

. Semula Rp. 477318875 000,00

b, Berkurang Rp. (39954 7T67.000,00)
Jumlzh  Dana  Alokasi  Umun setelsh  Hp. 137,364, 108.000,00
perubahan
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2. Dana Alokas: Khusus
- Tlana Alokasi Khusus Fisik
. Sermula Hp. FooPea 15T 000,00
b, Berkurangs Fp.  (13.636,650.000.00)
Jumlah Dane Alekssi Khusus Fisik Rp.  GLAGSE.S07.000,00
setelah porabalion

- Dane Alokasi Khusus Mon Fisik

il Sernuly Hp., 6BL737.916.000,00

B, Berkurang Hp.  (1.131.631.000,00}

Jumlah Dane Alokss=n Khusus Mon Fisilk Rp. 60.6246.385.000,00
sctelah perubahan

(11 Lenn-lam pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1}
hural o lerdin dan jenis pendapatan -
t.  Pendapatan Hihah
A Semuly Hp, 1o 897 A00.000,00
k. Berimmbuh Hp. D T 000,00
Jumlah Pendopulan Hibah sctelah pemababien Rp. 145458, 100,000,00

b.  Hag Hasil Pajalk dan Provinsi atau dari pemerinish dacrah

leunnya
8. SBernula Rp. 57.000.000.000,.00
In. Berkurany R, (5473154 .066,21)

Jumlah Dana Bagi Iasil Pajak dari Provinsi  Rp. 53.726,565,934.59
sctolah pemibabian

t.  Danz Penpesuaian dan olenoemi khosus

. Semula Fp. 53.564.929 000,04

. Berkurang RHp, [1.032.262.000.00)
Jumlah  Dana Penyesuaian  dan  otonomi Bp 49,532 667 000,00
khusus actolah peribativn

d. Pendapatan Lainnya

a. Semula Ep 0

b. DBertambah B, 3000000000, 00
Jumlah  Desa Penvesuasian  dan otonomsn Bee S0000000. 000 00
khusus actclah perubuahan

Pasal 3

(1} Belanja Deerah schagaimana dimeksud dalam Pasal 1 terdin dar -
A, Belanga Tidak Langsung
a, Semule Bp. D5 FBEI5.517,00
b. Bertambah Rp. [2.481.501.681.72
Jumlah Belanja Tidok Lengsung screlah RBp 4158.262.310.198,72
perubahan

. Belanga Lingsunp
3. Bemul:a Ep. 603,710,803 104,569
b, Berlturang Rp.  (14.972.945.4131.70)
Jumlah Belanja Langsung selelah perubahan Rp, 588767 BUT 673,00
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4} Belanja Tidak Lanpsung sebagaimana dimoksud dalem Pasal 3 avat (1) huruf a terdiri
docl jemis belamngs -
i, Belanja Pepswai
a. Semuala Rp. 367 400,023, 280,00
R Borkurang Ep. (130630096154, 28)
Jumlah Belanja Pegawad seteluh perubahan Rp, 354.333.827. 154,512

I, Beloaya ibah
a, Semula Rp. 34473.6560.228,00
b, Bertambah  Rp. 356258, 116,00
Jumlah Helanga Hibabh selelah perubahan Rp, 328299 14344 00

. Delanja Hantuan Saosial

i Semuls Hp, 1402 500.0300,00

. BerLambah Hp. 0,00
Jumlah Belaaye Bantuan  Sosial setelah Rp. I bkt 500, 00,00
purubahan

d. Belanja Bantuan Keusngan Kepada Provinsi/Kabupaten [ Kota
den Pomerintal Desao

. Hemula Ep. 23.993.626.000,00

. Derkurang  Rp. [2.138.626.000,00)
Jurnlah Belanja Bantuan Keuangan setelah  Rp. L. 54000000, 00
pemibabiom

e.  Helanja Tidak Terdusa
H. Scmula Rp. AL IR, D06 D
b, Bertambah Rp.  27.046.068.700,00

Jumlabh Belanjo Tidak Terduga sctelah Rp. 28 |46, 068, 700, 00
perubahan

151 Belanja Langsung schagaimana dirnalesud dalam Pasal 3 aval {1] huruf b terdiri dan
jrnis bolanga -
A. Bwlanja Peaawsal
f. SBemula Ep.  98.237.06A4.250.00
b. Bertambah Rp.  3.313.161.450,00
Jutrdeh Delampa Pegawal selelah perubahan Rpo 1033500820, 700,00

b. Belanja Buarsng dan Jasa

a.  Scmula Ep. 3149750 851 105,69

b. Herlurang Rp. (10494288, 186,70
Jumlah Belampa Barang dan Jasa sctelah RBp 309262572618 44
prerubahan

oo Belamja Modal

& Semula Ep, 185746 277.749,00
b, Berkurung  Rp. 0791868395000

Jumlah Belanja Modad setelab perabahan Rp. 175951404, 354 00
Pasal 4

L} Pembiavaan Daerab sebagaimana dimaksued dalam Pasal 1 terdin dani
i, Penerimaan Pembioyvucn
a, Hemula Rp. 674930699965
b. Berrambah  Bp 38,781.211.939
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.  106211.917, 104



jdih.metrokota.go.id

()

(4]

br.  Penpeluaran Pembigvaon
b, Hemnula K. 2,000 D00, 000
b. Tertambah REp. 3000000000
Jurnlah Pengelusran sctelah perubahan Rp. 3,000, 000000

Penerinaen sebagmimana dimaksud avat (1) hurol s terdivi dari jenis pembiayaan -
#.  Hisa Lebih Perhimngan Tahun Anggaran Sebelumnys
a. Bpomula Ep. L S0 00 985
k. DBertambah Ep. 38 251254 930
Jumlaly Sise Lebih Perhitungan Tabun Rpe 1061814911903
Anggaran Sebelumnya sctclah perulbahan

b, Penerimasn Pinjamsan Dacrah

A.  Hocmila Ep. L

h., Brortambah  Rp. 270050, 000
Jumlsh  Penerimaan  Pinjummen Dearah RBp, 27000000
selelab perubabhan

Pengeluaran selagaimans dimaksud dalam Pasal 4 ayar (1) huaf b erdin dari jenis
pembiavasn |
A, Monyertaan mmodal (investasi) pomerintal daesrah
4. acmila Ep. 2000 Q0 D0
bh. Hertambah  Rp. J000, 0000
Jumlah  Penyertaan modal  [investasi)  Hp. 5, D00, 000,000
pemerinlah daerah sctelah perubahon

b. Pembavaran Pokok Utang

4. Semula Rp. -

L. Dertambabh Rp. -
Jumlab Pembayaran Pokok Ulang setclah Bp. 4
pertbsdian

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 schagaumana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum delam Lampiran
vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ind, terdir
dari :

1.
2

_:,.'I

1.

Lampiran | Ringkasan Perubohan APRD;

Lampiran 1l Ringka=an Perubahan APED FrEnruL Lirusan
Pemenntahan Dacrah dan Organisasi;

Lamnpiran 111 RincianPerubahan APBDY menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapalan, Belanja dan Pembiavaan:

Lampiran 1V Rekamlulast  Belanja  menwrut  urusan Pemcrintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegintan;

Lampiran v Rekapilulasi Belanja Daerah  untulk Keselawrasan dan
Kelerpaduan  Urusan Pemmerintahan Daersh dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Dafiar Perubahan Jumlah Pegawal Per-Golungan dan Per-
Jabalan;

Lampiran VI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnyva
vang Belum Diselesaikan dan Diangparkan Kembali dalam
Tahun Anggaran ini;

Lamparan Vill Draftar Pinjaman Daerah;
Lampiran TX Daftar Penvertaan Modal (Tnvestasi) Daerah
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Pazal 6

Wallkota menetapkan Peratiran Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anpgaran
Pendapalan dan Belanje Taerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai betlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan pencmpatannva dalam Lembaran Dacrah Kota Melro,

.;_"__' Ee o Dhtetaplkan di Melro
el ML) pada tanggal 43 Seplembil 2020
. . A WALIKOTA METRO,
e / ACHMAD PAIRIN

Mundangkan di Metrn
pada langgal g3 Sgptern ok 2020

Pj. SEKRETARIS/DAERAH I'EPT& METRO,

LEM DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 5.



